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ABSTRAK

Peralihan hak atas tanah merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dari satu
pihak ke pihak lain yang seharusnya dilakukan secara terang dan tunai di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji
akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam proses pengalihan hak atas tanah
tanpa persetujuan pemilik, serta bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang
dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Perkara Perdata Nomor
32/Pdt.G/2025/PN Prp. Data yang digunakan meliputi data sekunder berupa bahan
hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, UU Pokok
Agraria), bahan hukum sekunder (jurnal hukum, buku), dan bahan hukum tersier.
Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menarik kesimpulan logis berdasarkan
kerangka hukum vyang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan
pengalihan sertifikat tanah tanpa sepengetahuan pemilik sah dikategorikan sebagai
perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Akibat hukum
dari perbuatan tersebut adalah batalnya demi hukum proses peralihan hak dan sertifikat
yang diterbitkan menjadi tidak sah atau cacat yuridis, sehingga dapat dimintakan
pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah, Sertifikat, Perbuatan Melawan Hukum,
Perlindungan Hukum, Pembatalan Sertifikat.



ABSTRACT

The transfer of land rights is a legal act of transferring rights from one party to
another, which should be conducted openly and in cash before a Land Deed Official
(Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT). This study aims to analyze and examine the legal
consequences of unlawful acts in the process of transferring land rights without the
owner’s consent, as well as the forms of legal protection available to disadvantaged
landowners.The research method employed is normative juridical research with a case
study approach to the District Court Decision Perkara Perdata Nomor
32/Pdt.G/2025/PN Prp. The data used consist of secondary data, including primary
legal materials (laws and regulations such as the Indonesian Civil Code and the Basic
Agrarian Law), secondary legal materials (legal journals and books), and tertiary legal
materials. Data analysis is conducted qualitatively to draw logical conclusions based on
the applicable legal framework.The results of the study indicate that the transfer of land
certificates without the knowledge of the lawful owner constitutes an unlawful act
(perbuatan melawan hukum) under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. The legal
consequence of such acts is that the transfer process is null and void by operation of
law, and the issued certificate becomes invalid or legally defective, thus subject to
cancellation through the State Administrative Court (Pengadilan Tata Usaha Negara) or
the District Court.

Keywords: Transfer of Land Rights, Certificate, Unlawful Act, Legal Protection,
Certificate Cancellation.
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